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Kata Pengantar 

 

 

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, kami mempersembahkan buku ini kepada para 

pembaca, dengan judul Hukum Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia. Buku ini 

hadir sebagai jawaban atas kebutuhan literatur yang 

komprehensif dan mendalam mengenai hukum kepailitan 

dan PKPU, yang merupakan dua instrumen penting dalam 

hukum bisnis dan korporasi di Indonesia. 

Hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia telah 

mengalami perkembangan pesat, sejalan dengan dinamika 

perekonomian dan meningkatnya kebutuhan penyelesaian 

sengketa antara kreditur dan debitur. Sebagai dua mekanisme 

yang sering menjadi rujukan dalam proses penyelesaian 

utang, kepailitan dan PKPU berperan penting dalam menjaga 

keseimbangan kepentingan kedua belah pihak, baik bagi para 

pengusaha maupun pihak perbankan dan kreditur lainnya. 

Oleh sebab itu, memahami kedua konsep ini secara mendalam 

menjadi sangat penting, terutama bagi para praktisi hukum, 

akademisi, mahasiswa, dan masyarakat luas yang terlibat atau 

memiliki kepentingan dalam bidang hukum bisnis. 
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Buku ini disusun dengan tujuan memberikan 

pemahaman menyeluruh mengenai aspek-aspek 

fundamental kepailitan dan PKPU di Indonesia, mulai dari 

konsep dasar, landasan hukum, hingga penerapannya dalam 

berbagai kasus di dunia nyata. Selain itu, buku ini juga 

mencoba untuk mengurai tantangan dan isu-isu yang 

dihadapi dalam penerapan hukum kepailitan dan PKPU, serta 

memberikan analisis kritis terhadap berbagai kebijakan dan 

putusan pengadilan yang relevan. 

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini 

masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh 

karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran 

konstruktif demi peningkatan kualitas karya ini. Harapan 

kami, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi 

semua kalangan yang ingin memperdalam pengetahuan 

tentang hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia. 

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan 

kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum di 

Indonesia dan menjadi bahan rujukan yang bermanfaat bagi 

para pembacanya. 

 

Kota, Januari 2025 

 

Penulis 
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